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BAB VI  

SARAN  

 

1.1 Saran  

Setelah melaksanakan PKPA di Apotek Kimia Farma 243 

selama lima minggu, maka diberikan saran sebagai berikut : 

- Sebelum mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 

Apotek, para calon Apoteker diharapkan lebih banyak membekali 

diri dengan pengetahuan mengenai nama dagang obat beserta 

kandungan dan indikasi obat, perundang-undangan farmasi, 

sistem manajemen apotek, dan pelayanan kefarmasian di Apotek. 

- Selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 

Apotek, para calon Apoteker harus lebih aktif terlibat dalam 

kegiatan pelayanan kefarmasian dan kritis dalam menanggapi 

permasalahan kefarmasian yang terjadi di Apotek seperti 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan resep dan non resep, 

sehingga para calon Apoteker memperoleh pengalaman dan 

pembelajaran yang cukup sebelum memasuki dunia kerja. 

- Selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 

Apotek, para calon Apoteker diharapkan dapat menggunakan 

waktu dan kesempatan yang diberikan dengan sebaik mungkin 

ketika diberi kesempatan melakukan penyerahan dan KIE obat, 

sehingga para calon Apoteker memperoleh pengalaman dan 

ketrampilan komunikasi yang baik ketika berhadapan langsung 

dengan pasien.  
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